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Abstract 

 
Bangladesh's domestic policy in responding to the Rohingya refugee crisis is influenced by Sheikh Has-
ina's idiosyncratic nature and her efforts to raise Bangladesh's profile in the eyes of the international 
community. This study uses Rosenau's idiosyncratic approach with descriptive qualitative analysis meth-
ods. Data was collected through literature review, including journals, books, internet portals, and related 
documents. The findings of this study indicate that idiosyncratic factors such as the personal characteris-
tics and leadership style of Sheikh Hasina play a significant role in determining the direction and response 
of Bangladesh's domestic policy towards the ongoing until this study was conducted. 
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Abstrak 

 
Kebijakan domestik Bangladesh dalam merespons penanganan pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh 
idiosinkratik Sheikh Hasina dan upayanya untuk mengangkat citra Bangladesh agar dilirik oleh dunia 
internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan idiosinkratik dari Rosenau dengan metode ana-
lisis kualitatif deskriptif. Data-data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, portal 
internet, dan dokumen terkait. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor idiosinkratik seperti 
karakteristik pribadi dan kepemimpinan dari Sheikh Hasina memainkan peran yang signifikan dalam 
menentukan arah dan respon kebijakan domestik Bangladesh terhadap penanganan pengungsi yang 
masih berlangsung sampai penelitian ini dilaksanakan. 
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Pendahuluan 
 

Eksodus Rohingya merupakan salah satu fenomena krisis pengungsi di Asia. 
Migrasi Rohingya ini awalnya dipicu oleh kekerasan yang dilakukan militer Myan-
mar di Negara Bagian Rakhine terhadap etnis Rohingya. Sejak 2017, hampir men-
dekati ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari target operasi militer. Bentuk 
represif militer Myanmar terhadap Rohingya tercermin adanya penindasan, pem-
bantaian, serta penghancuran desa-desa mereka. Penolakan Myanmar merupakan 
ketidakamanan bagi Rohingya yang menyebabkan terjadinya gelombang pengung-
sian yang menargetkan negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, In-
donesia, Thailand, dan India untuk mencari perlindungan sementara. Adapun seba-
gian dari mereka berusaha mencapai negara-negara Timur Tengah, dimana ter-
dapat komunitas Rohingya yang sudah lama menetap (Leider, 2018).  

Pemilihan Bangladesh oleh Rohingya disebabkan oleh faktor geografis dan so-
sial. Secara geografis, Bangladesh berbatasan dekat dengan Negara Bagian 
Rakhine di Myanmar, kedekatan ini mempermudah pencari suaka asal Rohingya 
untuk menjangkau Bangladesh ketika mereka melarikan diri dari pengejaran militer 
Myanmar. Juga terdapat jalur yang relatif mudah dilewati, yakni jalur Sungai Naf 
memungkinkan pengungsi menyeberang dengan perahu atau berjalan kaki dalam 
waktu singkat (UNHCR, 2016). Faktor sosial pun berperan, karena mayoritas 
penduduk Bangladesh beragama Islam, sehingga pengungsi Rohingya merasa 
memiliki kedekatan kultural dan religius yang dapat memberikan rasa aman (Ansar 
& Md. Khaled, 2021). 

Pengungsi Rohingya ditempatkan di salah satu kawasan penampungan, yaitu 
Cox’s Bazar. Lebih dari satu juta orang Rohingya menetap di kamp-kamp pengungsi 
di kawasan tersebut dan memperoleh izin tinggal sementara sebagai pengungsi 
hingga krisis kemanusiaan yang mereka hadapi dapat diselesaikan oleh komunitas 
internasional. Selama berada di Cox’s Bazar, pemerintah Bangladesh telah menga-
tur kebijakan penanganan pengungsi yang telah disesuaikan oleh standar United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengenai pengungsi. Sebagai 
contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah Bangladesh dan UNHCR telah me-
nyediakan sarana pendidikan bagi sekitar 400.000 anak di kamp Cox’s Bazar pada 
tahun 2022. Sebanyak 300.000 anak di antaranya mengikuti kegiatan belajar di 
pusat-pusat pembelajaran yang dikelola oleh United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) dan lembaga pendidikan lainnya yang bekerja sama dalam mempersiap-
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kan generasi muda Rohingya untuk menghadapi kemungkinan repatriasi di masa 
depan (UNICEF, 2022). 

Anak muda Rohingya di kamp pengungsian Cox's Bazar juga mendapat per-
hatian dari pemerintah Bangladesh dan organisasi internasional lainnya melalui 
berbagai bentuk pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan ke-
mandirian dan kesiapan kerja mereka ketika telah diberangkatkan menuju negara 
ketiga atau upaya repatriasi berhasil dilakukan. Upaya ini telah berlangsung sejak 
2022, melibatkan International Labour Organization (ILO) bersama UNHCR, menge-
mbangkan kerangka pelatihan berbasis kompetensi dengan output pengungsi Roh-
ingya masuk sebagai masyarakat ASEAN yang terverifikasi tenaga siap kerja. Hing-
ga Maret 2025, lebih dari 5.500 pengungsi Rohingya telah menyelesaikan pelatihan 
dalam sepuluh bidang prioritas, seperti penjahit, perpipaan, mekanik mesin kecil, 
listrik bangunan, produksi tanaman, pekerja kesehatan komunitas, perawatan, dan 
industri makanan pembuatan roti (ILO, 2025). Pelatihan ini memiliki dampak positif 
untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan produktif, seperti menjadi relawan di 
kamp, memulai dan menjalankan bisnis seperti penjahitan dan produksi makanan, 
secara tidak langsung meningkatkan kemandirian Rohingya dan membantu kebu-
tuhan Bangladesh dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.  

Sikap terbuka terhadap pengungsi Rohingya tidak terlepas dari peran kepem-
impinan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Di masanya, politik dalam negeri Bangla-
desh diarahkan dan lebih menekankan pada isu kemanusiaan. Selama kepemimpi-
nannya, Bangladesh telah menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani 
pengungsi Rohingya, mencakup aspek kemanusiaan, pengelolaan kamp, serta di-
plomasi internasional. Sikap politik Sheikh Hasina melalui isu kemanusiaan dinilai 
sebagai strategi untuk menarik perhatian dunia internasional, terutama negara-
negara berpengaruh di dunia (Choudhury, 2024). Hal ini terbukti, dimana Sheikh 
Hasina melalui isu krisis pengungsi Rohingya berhasil memperoleh simpati dan 
dukungan, serta disorotnya Bangladesh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
Uni Eropa, Bank Dunia, dan berbagai negara yang terlibat sebagai donor bantuan 
kemanusiaan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah 
(Ministry of Foreign Affairs Republic of Bangladesh, 2019). 

Sheikh Hasina juga membawa Bangladesh berperan aktif dalam forum inter-
nasional, seperti mendorong PBB dan Organisation Kerja Sama Islam (OKI) membu-
juk Myanmar agar dapat bekerja sama menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya 
(Aung, 2020). Dengan menunjukkan kepemimpinan Sheikh Hasina terhadap pe-
nanganan pengungsi, Bangladesh memperkuat posisinya sebagai aktor diplomatik 
yang berpengaruh di Asia Selatan. Di mana Bangladesh berusaha meningkatkan 
posisi tawar Bangladesh untuk membuka peluang dalam kerja sama pembangunan 
dan perdagangan global untuk memenuhi kebutuhan Bangladesh. Namun dalam 
beberapa tahun terakhir, lonjakan pengungsi Rohingya ke Bangladesh memuncul-
kan tantangan yang kompleks. Di tengah tekanan internasional untuk melanjutkan 
penerimaan Rohingya, kebijakan domestik yang diterapkan oleh Sheikh Hasina 
justru menunjukkan adanya pembatasan terhadap penerimaan lebih lanjut. Alasan 
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ini berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap memburuknya stabilitas 
ekonomi dan sosial Bangladesh. Kondisi ini mencerminkan dilema kebijakan yang 
sedang dihadapi pemerintah, antara tuntutan kemanusiaan dan kepentingan na-
sional. Pada akhirnya memperkuat persepsi bahwa pengambilan keputusan sangat 
dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dan kepemimpinan Sheikh Hasina secara 
langsung. 

Penelitian ini difokuskan pada analisis idiosinkratik terhadap Sheikh Hasina se-
bagaimana dikemukakan oleh Rosenau, bahwa pengaruh seorang pemimpin elite 
dalam perumusan kebijakan negara dibentuk oleh latar belakang karakteristik 
pribadi sang pemimpin. Karakteristik tersebut meliputi pengalaman, kepribadian, 
ras, afiliasi partai politik, bakat, nilai-nilai, orientasi, pelatihan, loyalitas, hingga ciri 
khas individu lainnya (Rosenau, 1980). Rosenau menekankan bahwa faktor idi-
osinkratik memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu negara dapat 
bertindak secara rasional atau tidak. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara, 
sebagai aktor dalam hubungan internasional, bertindak berdasarkan arahan dari 
elite politik yang terpilih sebagai perumus kebijakan, yang kemudian menentukan 
posisi negara dalam aktivitas global bersama aktor-aktor lainnya.  

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas ke-
bijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya, seperti Arifin dan Wahyudi 
(2021). Dalam ulasannya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam ke-
bijakan Bangladesh, yang semula bersifat terbuka dan kooperatif dengan organ-
isasi internasional, menjadi lebih tertutup dengan penekanan pada kepentingan 
nasional. Perubahan ini tercermin dalam berbagai langkah kebijakan seperti pem-
batasan akses internet dan komunikasi di kamp pengungsian, penghentian semen-
tara penerimaan pengungsi, relokasi pengungsi ke Pulau Bhasan Char, serta pem-
batasan terhadap operasional lembaga-lembaga mitra yang dianggap tidak sejalan 
dengan kebijakan pemerintah. 

Sementara itu, Faruque (2020) menggambarkan awal kepemimpinan Sheikh 
Hasina sebagai fase dengan pendekatan yang ramah terhadap pengungsi, bahkan 
dipuji sebagai “ibu kemanusiaan.” Pemerintah Bangladesh mengalokasikan dana 
sebesar USD 4,37 juta dan menyediakan lahan sebagai tempat penampungan se-
mentara. Namun, dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mulai memandang 
keberadaan pengungsi sebagai ancaman, khususnya terhadap keamanan nasional, 
ketahanan ekonomi, serta degradasi lingkungan yang berdampak pada kesehatan 
dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Alchatib (2021) menyoroti bahwa kebijakan Bangladesh dalam menghadapi 
arus besar pengungsi Rohingya dan tantangan ekonomi domestik tetap berfokus 
pada penyediaan tempat penampungan dan bantuan kemanusiaan. Pemerintah 
Bangladesh juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti UN-
HCR dan International Organization for Migration (IOM) untuk mendorong integrasi 
komunitas lokal serta reunifikasi budaya antara pengungsi dan penduduk asli. Na-
mun, keterbatasan dana dan kurangnya dukungan internasional menyebabkan 
kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi secara layak, yang berdampak 
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pada memburuknya kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Habib (2021) 
menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh, bersama komunitas lokal, bersikap 
terbuka terhadap krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Mereka menye-
diakan kamp pengungsian di wilayah perbatasan dan menekankan pendekatan di-
plomasi kemanusiaan. Upaya diplomasi ini dilakukan melalui dialog bilateral dengan 
negara-negara seperti China dan India, serta dengan mengajukan resolusi di 
berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB. Meskipun demikian, 
Bangladesh di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina tetap menghadapi tantangan 
besar, terutama akibat krisis ekonomi nasional dan meningkatnya jumlah pengung-
si. 

Berdasarkan literatur di atas, tampak bahwa kebijakan Bangladesh terhadap 
pengungsi Rohingya tidak dapat dilepaskan dari peran dan karakteristik pribadi 
Sheikh Hasina sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan per-
tanyaan utama; Bagaimana faktor idiosinkratik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh 
Hasina memengaruhi pengambilan kebijakan domestik terhadap pengungsi Roh-
ingya? 

 

Metode 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif dengan tujuan menge-
mbangkan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu untuk menghasilkan ke-
baharuan. Teknik pengambilan data mengacu pada model Miles dan Huberman 
(1994), yakni meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terhadap 
sumber-sumber yang dianggap relevan, seperti artikel jurnal, buku, dokumen, por-
tal internet yang dapat mendukung analisis. Data yang dikumpulkan diseleksi dan 
disampaikan secara naratif lalu disimpulkan. 

 

Pembahasan 
 
Hubungan Diplomatik Bangladesh dan Myanmar 
Bangladesh dan Myanmar telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 
1972, tidak lama setelah Bangladesh memproklamirkan kemerdekaannya dari Paki-
stan pada Desember 1971. Bangladesh menjadi salah satu negara penting bagi My-
anmar, karena secara historis Bangladesh mengakui Burma, nama sebelum ber-
ganti menjadi Myanmar, sebagai negara merdeka secara de jure dan de facto (Faye, 
2021). Sejauh ini, hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Myanmar menun-
jukkan bentuk kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan. Kedua negara 
telah bernegosiasi mengenai pentingnya pembangunan dan peningkatan kualitas 
wilayah perbatasan, antara lain dengan membangun border haat atau pasar per-
batasan guna meningkatkan perdagangan dan konektivitas antar masyarakat di 
wilayah tersebut. Selain itu, kedua negara juga telah merumuskan kerja sama me-
lalui pembentukan Komisi Bersama untuk kerja sama bilateral, serta menandatan-
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gani Nota Kesepahaman untuk mendirikan Dewan Bisnis Bersama (Joint Business 
Council/JBC) antara Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and In-
dustries (UMFCCI) dan Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Indus-
tries (FBCCI) (Ahmed, 2020). 

Dalam konteks hubungan internal kedua negara, Bangladesh dan Myanmar 
kerap terlibat komunikasi terkait masalah Rohingya yang berdampak pada wilayah 
perbatasan mereka. Banyak laporan menyebutkan bahwa sejumlah warga Rohing-
ya melintasi perbatasan Bangladesh secara ilegal, yang menyebabkan mening-
katnya jumlah pengungsi di wilayah Cox’s Bazar. Lonjakan ini terutama disebabkan 
oleh arus kedatangan Rohingya dari wilayah perbatasan yang berdekatan dengan 
negara bagian Rakhine di Myanmar. Masalah Rohingya sendiri telah berkembang 
menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan intervensi dari berbagai aktor inter-
nasional. Bangladesh, sebagai salah satu negara yang menampung pengungsi Roh-
ingya, bekerja sama dengan UNHCR untuk mencari solusi jangka panjang. Salah 
satu solusi yang diupayakan adalah repatriasi, yaitu pemulangan sukarela para 
pengungsi ke Myanmar, yang direncanakan melalui kerja sama antara Bangladesh, 
UNHCR, dan pemerintah Myanmar. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk 
menginisiasi proses repatriasi ini, termasuk pendekatan bilateral yang disepakati 
oleh Bangladesh dan Myanmar pada tahun 2017  (Obaidullah & Begum, 2025). 

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam upaya repatriasi. Dari perspektif 
Myanmar, masyarakat lokal masih sulit menerima kehadiran Rohingya karena 
alasan keamanan serta tidak adanya pengakuan kewarganegaraan oleh 
pemerintah. Sementara itu, dari sudut pandang para pengungsi Rohingya, mereka 
belum menyetujui repatriasi karena belum terpenuhinya pengakuan atas hak-hak 
dasar serta jaminan perlindungan. Adapun bagi Bangladesh, pelaksanaan repatriasi 
yang berkelanjutan membutuhkan terlebih dahulu terciptanya kondisi yang aman 
dan bermartabat bagi para pengungsi sebelum proses pemulangan dilakukan 
(Luhukay, 2025). 

 
Historis Konflik Kemanusiaan Rohingya 
Seperti diketahui oleh masyarakat internasional, penolakan terhadap etnis Rohing-
ya di Myanmar memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Bangladesh di masa lalu. 
Rohingya, yang merupakan mayoritas Muslim, telah hidup lama di wilayah Myan-
mar, khususnya di Arakan. Namun, setelah kedatangan mereka dari wilayah yang 
kini menjadi Bangladesh pada masa kolonial Inggris, persepsi terhadap Rohingya 
mulai berubah. Masyarakat Myanmar mulai menyamakan Rohingya dengan penda-
tang dari Bangladesh. Sebutan Rohingya, yang awalnya merujuk pada komunitas 
Muslim lokal di Arakan, perlahan digantikan dengan label Bangsa Bengal atau war-
ga ilegal dari Bangladesh. Persepsi ini semakin menguat karena bahasa yang 
digunakan oleh Rohingya memiliki kemiripan dengan bahasa Bengali yang 
digunakan di Bangladesh (Smith, 2019). 

Bentuk diskriminasi terhadap Rohingya berlanjut pasca Myanmar merdeka dari 
Inggris. Pemerintah Myanmar melakukan penghapusan etnis Rohingya sebagai ba-
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gian dari warga negaranya melalui pengesahan undang-undang kewarganegaraan 
tahun 1982 (Gehlot, 2021). Penolakan pemerintah dan masyarakat Myanmar mulai 
memanas ketika melancarkan kampanye “pembersihan etnis” terhadap Rohingya 
di tahun 2012, kampanye pembersihan etnis ini diperparah karena melibatkan umat 
Buddha Myanmar. Tindakan seperti pembakaran, penyitaan toko dan perusahaan 
Rohingya yang berada di Kota Sittwe, mengakibatkan ratusan penduduk Rohingya 
meninggalkan kota-kota di Negara Bagian Rakhine ( House of Commons, 2017). 

Selanjutnya di tahun 2016, bentuk penolakan terhadap Rohingya semakin mas-
if. Myanmar menurunkan serangkaian operasi militer sebagai bentuk respons ter-
hadap aksi pemberotakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya, 
yang tidak setuju terhadap bentuk diskriminasi yang dilakukan. Disebutkan militer 
Myanmar mengirimkan penembak menggunakan helikopter, disertai dengan 
operasi militer dengan menargetkan perkampungan dan tempat tinggal Rohingya. 
Tercatat bentuk dari operasi militer ini dilakukan dengan melakukan penyisiran de-
sa yang brutal, membunuh, memperkosa, dan menyiksa penduduk sambil memba-
kar 430 bangunan (Amnesty International, 2016). 

Puncaknya pada 25 Agustus 2017, ketika Tentara Pembebasan Rohingya Ara-
kan (Arakan Rohingya Salvation Army/ARSA) melakukan serangan dengan menar-
getkan pihak keamanan perbatasan dan militer Myanmar. Terkonfirmasi bahwa 
serangan ini menewaskan lebih dari selusin polisi Myanmar yang berada di 30 pos 
keamanan di sepanjang perbatasan Bangladesh. Sebagai respons, Myanmar 
menetapkan ARSA sebagai kelompok teroris dan mengirimkan operasi militer bal-
asan dengan sekitar 70 batalion (sekitar 30.000–35.000 tentara) ke Negara Bagian 
Rakhine. Akibatnya, operasi militer tersebut menyebabkan sekitar 620.000 
pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan mencari perlindungan di 
kamp pengungsi Cox's Bazar. Laporan lain menyebutkan bahwa selama operasi 
berlangsung tahun 2017, setidaknya 6.700 Rohingya tewas, termasuk sekitar 730 
anak di bawah usia 4 tahun (Mohajan, 2019). 

 
Kebijakan Domestik Bangladesh Menangani Pengungsi Rohingya  
Keberadaan pengungsi Rohingya di Bangladesh, mendorong pemerintahan Syeikh 
Hasina mengambil kebijakan terkait pengungsian tersebut. Pemerintah Bangladesh 
menempatkan pengungsi Rohingya secara terpusat di Cox’s Bazar untuk memu-
dahkan pengawasan dan penanganan, termasuk memudahkan beberapa lembaga 
internasional seperti UNHCR dan ILO dalam kerja-kerja kemanusiaan atas pengung-
si Rohingya. Adapun bentuk kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya 
selama mereka tinggal di Cox’s Bazar, dapat dilihat pada Table 1 di bawah. 
 

Tabel 1. Kebijakan Bangladesh 

Kebijakan Tindakan  Mitra 

Kebijakan Pintu  
Terbuka 

- Penempatan di Cox’s Bazar 
- Penyediaan tempat tinggal se-

mentara dan kebutuhan dasar 

UNHCR, UNICEF, 
WHO, WFP, NGO lokal 
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- Fasilitas pendidikan dan 
kesehatan didirikan 

- Distribusi makanan dan nutrisi 

Upaya Repatriasi - Negosiasi dengan Myanmar dan 
UNHCR 

- Prinsip 4R: Repatriasi, Reinte-
grasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi 

- Rencana pemulangan sukarela 
dengan jaminan keamanan dan 
pemulihan martabat 

UNHCR, Pemerintah 
Myanmar, lembaga 
kemanusiaan lainnya 

Sekuritisasi - Pembatasan mobilitas di kamp 
(Ukhiya, Teknaf) 

- Pengetatan pengawasan aktivi-
tas pengungsi 

- Desakan percepatan repatriasi 
ke Myanmar 

- Relokasi ke Pulau Bhashan Char 

UNHCR dan 
Pemerintah Bangla-
desh 

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber. 

 
Kebijakan Pintu Terbuka 
Bangladesh merupakan salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya, 
yang merupakan korban dari operasi militer berkepanjangan di Myanmar. Melalui 
kebijakan pintu terbuka, Bangladesh menampung sekitar 1 juta pengungsi Rohing-
ya pada tahun 2017. Sebelumnya, beberapa gelombang pengungsi telah masuk ke 
wilayah Bangladesh, termasuk sekitar 200.000 orang yang sudah bermukim sebe-
lumnya. Dari jumlah tersebut, 35.000 orang merupakan pengungsi terdaftar akibat 
eksodus tahun 1992, sementara 74.000 orang lainnya tiba setelah terjadinya 
kekerasan di Negara Bagian Rakhine pada Oktober 2016 (Hossain, 2020).  

Kebijakan pintu terbuka memungkinkan para pengungsi yang telah terdata 
untuk tinggal di wilayah-wilayah pengungsian yang ditetapkan pemerintah, seperti 
di Cox’s Bazar. Di kawasan ini, Bangladesh bekerja sama dengan berbagai lembaga 
kemanusiaan internasional untuk menyediakan kebutuhan dasar dan layanan ke-
manusiaan. Para pengungsi mendapat dukungan untuk tetap melanjutkan hidup, 
sambil menunggu solusi jangka panjang atas krisis yang mereka hadapi. 

Pembangunan fasilitas di Cox’s Bazar menunjukkan komitmen Bangladesh dan 
mitra internasional dalam memenuhi hak-hak dasar pengungsi. Fasilitas pendidikan 
telah disesuaikan dengan standar penanganan pengungsi, sementara di bidang 
kesehatan, berbagai sarana medis telah dibangun bersama UNICEF dan WHO. Ter-
masuk di antaranya rumah sakit lapangan yang memberikan layanan kesehatan 
dasar, imunisasi, vaksinasi, serta perawatan penyakit menular seperti diare, infeksi 
saluran pernapasan, dan tuberkulosis, yang umum terjadi akibat kepadatan popu-
lasi pengungsi (WHO, 2024). 
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Dalam hal ketahanan pangan, Bangladesh juga bekerja sama dengan lembaga 
internasional untuk menyalurkan bahan makanan pokok seperti beras, kacang-
kacangan, minyak sayur, dan suplemen nutrisi, khususnya bagi kelompok rentan 
seperti ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi (Nisbet et al., 
2022). Meski begitu, dengan jumlah pengungsi yang terus meningkat dan kini 
melampaui 1 juta orang, tantangan dalam distribusi bantuan tetap ada (Islam, 
2025). Selain itu, Bangladesh bersama UNHCR dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya 
terus berupaya meningkatkan fasilitas kamp sesuai dengan standar pengelolaan 
pengungsi. Peningkatan ini meliputi penyediaan tempat tinggal yang layak, sarana 
kesehatan, dan sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup para 
pengungsi. Upaya ini dilakukan sesuai dengan panduan dalam Joint Response Plan 
(JRP) yang disusun oleh UNHCR dan mitra-mitranya (Jeong, 2021). 

 
Upaya Repatriasi 
Repatriasi menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang diajukan oleh Bangladesh 
bersama UNHCR dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya di tengah proses negosiasi 
dengan Myanmar. Pelaksanaan mekanisme repatriasi yang sedang dijalankan oleh 
Bangladesh bersama UNHCR tetap mengacu pada penyesuaian kondisi para 
pengungsi yang telah lama tinggal di Cox’s Bazar serta jaminan keselamatan dan 
pemulihan hak-hak dasar bagi etnis Rohingya. Sayangnya, hingga penelitian ini dil-
akukan, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar belum mengalami peru-
bahan. Hal ini berdampak pada status kewarganegaraan Rohingya yang masih be-
lum diakui. 

Proses repatriasi mengikuti prinsip 4R yang dirumuskan oleh UNHCR, yaitu 
Repatriasi, Reintegrasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (UNHCR, 2004). Upaya pem-
ulangan atau repatriasi yang difasilitasi oleh Bangladesh bersama UNHCR bertujuan 
agar para pengungsi dapat menerima kebijakan tersebut dan secara sukarela kem-
bali ke Myanmar dengan aman. Proses reintegrasi menempatkan pengungsi Roh-
ingya sebagai subjek utama pemulangan ke Myanmar, dengan mempertimbangkan 
prinsip kesetaraan derajat serta pengakuan terhadap pandangan politik, ekonomi, 
hukum, dan sosial yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup, peng-
hidupan, dan martabat mereka. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan infra-
struktur sosial dan ekonomi di wilayah yang telah disepakati oleh Bangladesh, UN-
HCR, dan Myanmar sebagai tempat penempatan etnis Rohingya, mencakup pem-
bangunan kembali sekolah, klinik, fasilitas air bersih, sarana umum, dan rumah 
tinggal. Sementara itu, rekonstruksi bertujuan untuk menciptakan kembali tatanan 
kehidupan etnis Rohingya di Myanmar, yang mencakup pemahaman terhadap 
struktur politik, lembaga, dan sumber daya manusia guna membentuk fondasi bagi 
pembangunan yang berkelanjutan. 
 
Sekuritisasi 
Setelah kebijakan pintu terbuka Bangladesh diberlakukan, lonjakan pengungsi Roh-
ingya semakin tinggi dan memburuk. Bentuk sekuritisasi terhadap pengungsi Roh-
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ingya oleh pemerintah Bangladesh dilakukan melalui pembatasan mobilitas 
pengungsi agar tidak dapat keluar bebas dari distrik Ukhiya dan Teknaf, yang 
merupakan lokasi kamp pengungsian di Cox’s Bazar. Pembatasan ini dilatarbe-
lakangi oleh kekhawatiran masyarakat lokal terhadap potensi penyebaran penyakit 
menular dan kemungkinan terjadinya konflik sosial antara pengungsi Rohingya dan 
warga Bangladesh, mengingat sulitnya proses integrasi sosial di wilayah tersebut 
(Ansar & Md. Khaled, 2021). Selain itu, pengawasan ketat terhadap aktivitas para 
pengungsi juga diberlakukan, karena terdapat kekhawatiran bahwa jaringan keja-
hatan transnasional dan kelompok teroris dapat memanfaatkan kerentanan mere-
ka, khususnya dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar dan pangan, untuk 
melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan senjata, narkoba, perdagangan 
manusia, hingga penyebaran paham radikal (Pertiwi, 2021). 
 

Gambar 1. Situasi Pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar 

 
Sumber: Voice of America Indonesia, 2019. 

 
Implementasi sekuritisasi ini juga disertai dengan tekanan diplomatik kepada 

pemerintah Myanmar agar segera merealisasikan proses repatriasi yang telah di-
sepakati bersama oleh Bangladesh dan Myanmar dengan dukungan UNHCR. Seca-
ra ekonomi dan sosial, Bangladesh menghadapi kesulitan besar jika Myanmar terus 
menunda atau menolak menerima kembali para pengungsi. Oleh karena itu, lang-
kah sekuritisasi dianggap sebagai opsi kebijakan yang juga mungkin akan ditempuh 
oleh negara-negara lain dalam situasi serupa. Meskipun demikian, masuknya 
pengungsi Rohingya melalui jalur tidak resmi tetap sulit dicegah. 

Sembari menunggu proses repatriasi, pemerintah Bangladesh merencanakan 
relokasi sebagian pengungsi ke pulau Bhashan Char. Namun, rencana ini menuai 
kritik dari berbagai lembaga kemanusiaan karena kondisi geografis Bhashan Char 
yang rentan terhadap banjir dan bencana alam. Selain itu, infrastruktur dasar dan 
akses pengiriman bantuan ke pulau tersebut dinilai masih belum memadai untuk 
mendukung kehidupan para pengungsi secara layak (Hossain, 2020). 
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Dampak Pengungsi Rohingya Bagi Bangladesh  
Perkembangan hubungan internasional Bangladesh sejalan dengan visi politik 
pemerintahan Syeikh Hasina, yang tidak hanya bertujuan memperluas pengaruh 
Bangladesh di kancah global, tetapi juga fokus pada pembangunan nasional. Peran 
Bangladesh dalam isu pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya, menjadi bagian 
dari strategi diplomasi luar negerinya. Sebagai salah satu tokoh yang mewarisi per-
juangan kemerdekaan, Syeikh Hasina berupaya memperkuat posisi Bangladesh me-
lalui peran kemanusiaan di tingkat internasional. Selain itu, sebagai negara dengan 
mayoritas Muslim, solidaritas terhadap sesama Muslim, seperti Rohingya, menjadi 
salah satu pendorong keterlibatan Bangladesh dalam memberikan bantuan ke-
manusiaan (Ansar & Md. Khaled, 2021). Sikap ini juga mencerminkan dimensi sosial-
politik dari modernisme Islam, di mana isu-isu kontemporer, seperti krisis kemanu-
siaan, dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam 
(Karim, 2021). 

Namun demikian, upaya Bangladesh dalam menyediakan kehidupan sementa-
ra yang layak bagi pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar sambil menunggu proses re-
patriasi, menghadapi berbagai tantangan internal. Keberadaan para pengungsi me-
nimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat lokal. Sebagian masyarakat 
menilai bahwa kehadiran Rohingya memperparah kesenjangan sosial, terutama 
karena pengungsi dianggap mengakses sumber daya secara berlebihan. Perbedaan 
budaya dan kebiasaan antara pengungsi dan warga lokal juga menjadi hambatan 
dalam membangun integrasi sosial yang harmonis (Chowdhury, 2024). Selain itu, 
meningkatnya angka kriminalitas yang melibatkan sebagian pengungsi Rohingya 
turut menimbulkan kekhawatiran. Beberapa di antara mereka disinyalir terlibat da-
lam aktivitas ilegal yang mengancam stabilitas keamanan setempat, seperti 
perdagangan manusia dan narkoba. Kondisi ini membuat masyarakat lokal merasa 
tidak aman, sementara para pengungsi juga menjadi rentan terhadap eksploitasi 
(Arifin & Wahyudi, 2021). 
 
Analisis Idiosinkratik Kebijakan Domestik Bangladesh Era Sheikh Hasina 
Melalui analisis idiosinkratik Rosenau terhadap kepemimpinan Sheikh Hasina dalam 
pengambilan keputusan, terlihat bahwa latar belakang individu merepresentasikan 
cerminan dari kebijakan yang diambil sebagai Perdana Menteri Bangladesh, khu-
susnya dalam merespons isu domestik seperti keberadaan pengungsi Rohingya. 
Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, Rosenau menguraikan karakteristik 
personal, pengalaman kerja, serta lingkungan sosial yang membentuk Sheikh 
Hasina. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada arah kebijakan yang diambil-
nya, sehingga mendorong Bangladesh berada pada posisi seperti saat ini. Nilai-nilai 
yang melekat pada diri Sheikh Hasina meliputi hal-hal sebagai berikut: 
 
Personal Sheikh Hasina sebagai Politisi 
Perjalanan politik Sheikh Hasina menuju posisi elite dalam pemerintahan Bangla-
desh sangat dipengaruhi oleh pengalaman traumatis yang dialaminya di masa lalu. 
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Kepribadiannya sebagai seorang perempuan yang kuat, pragmatis, dan bertekad 
menyatukan nilai-nilai politik dalam tubuh Awami League, sekaligus memper-
juangkan peran perempuan dalam pemerintahan, dibentuk oleh tragedi besar yang 
menimpanya di masa lalu. Pada tahun 1975, kedua orang tuanya, 3 saudara laki-
lakinya, dan 18 kerabat dekatnya dibunuh dalam sebuah kudeta militer, sementara 
Sheikh Hasina berhasil selamat dan sempat menjadi tahanan (Khondker, 2017). 
Pembunuhan terhadap Sheikh Mujibur Rahman, ayah Sheikh Hasina sekaligus Pres-
iden pertama Bangladesh, disebabkan oleh konflik kepentingan antara militer dan 
sipil, ditambah dengan situasi ekonomi dan sosial yang tidak stabil (Jazib, 2024). 

Sebagai penerus nilai-nilai politik ayahnya, Sheikh Hasina membawa semangat 
reformasi dan demokrasi ke dalam kepemimpinannya. Ia berupaya menjadikan 
Bangladesh sebagai negara yang demokratis, sejahtera, dan mampu bersaing di 
tingkat global. Dalam praktik politik domestiknya, Sheikh Hasina menekankan 
pembangunan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiski-
nan, serta menunjukkan komitmen terhadap pengembangan teknologi dan perlin-
dungan lingkungan (Khondker, 2017). 

Gaya kepemimpinan Sheikh Hasina yang karismatik dan berpikiran terbuka 
terhadap isu-isu global memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tangguh. 
Dengan pendekatan politik yang pragmatis dan kepribadian yang kuat, Sheikh 
Hasina membangun Bangladesh sebagai negara yang memiliki posisi strategis da-
lam percaturan internasional. Salah satu wujud komitmennya terhadap isu global 
adalah sikap terbukanya terhadap krisis pengungsi Rohingya. Kebijakan menerima 
pengungsi Rohingya merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat citra Bang-
ladesh sebagai negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
hak asasi manusia (Rayhan, 2023). Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerinta-
hannya dalam menjunjung tinggi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. 

Melalui pendekatan politik pragmatis dan komitmen terhadap isu kemanusi-
aan, khususnya pengungsi Rohingya, Sheikh Hasina juga berupaya menjaga hub-
ungan baik dengan India, melakukan pendekatan diplomatik terhadap Myanmar, 
serta membangun komunikasi strategis dengan negara-negara besar seperti 
Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan China (Rayhan, 2023). Kedekatan Bangla-
desh dengan kekuatan global ini, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan 
yang melibatkan organisasi internasional seperti UNHCR, membuka peluang kerja 
sama dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan masyarakat Bang-
ladesh ke arah yang lebih baik. 
 
Pekerjaan dan Partai Politik 
Sheikh Hasina dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan 
dan berkomitmen membangun citra serta peran perempuan dalam politik dan ke-
hidupan sosial di Bangladesh. Komitmen tersebut sangat erat kaitannya dengan 
nilai-nilai pribadi dan pandangan politik yang ia anut, sekaligus menjadi fondasi bagi 
partai politik yang dipimpinnya, yaitu Awami League. Di bawah kepemimpinan 
Sheikh Hasina, Awami League mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, 
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pembangunan ekonomi, demokratisasi di Bangladesh, serta pelestarian identitas 
dan budaya Bengali (Rayhan, 2023). 

Dalam menangani isu Rohingya, Sheikh Hasina melalui pendekatan politik do-
mestiknya membentuk kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup 
para pengungsi dan penyelesaian konflik jangka panjang. Salah satu bentuk 
konkret dari kebijakan ini adalah penerimaan pengungsi Rohingya yang ditempat-
kan di Cox’s Bazar. Penanganan pengungsi ini tidak hanya menunjukkan kepedulian 
terhadap nasib para Rohingya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun 
citra Awami League sebagai partai yang memiliki kepedulian sosial tinggi, khu-
susnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. 

Sebagai Perdana Menteri, Sheikh Hasina turut mendorong pembangunan in-
frastruktur dan penyediaan kebutuhan dasar di kawasan Cox’s Bazar, termasuk 
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus bagi perempuan dan 
anak-anak pengungsi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan konsistensi duku-
ngan dan orientasi politik Sheikh Hasina, serta pengaruh Awami League dalam 
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun Bangladesh tengah menghada-
pi tantangan internal, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, ke-
bijakan pengungsi yang dijalankan Bangladesh mencerminkan implementasi nilai-
nilai politik yang dipegang teguh oleh Sheikh Hasina dan Awami League. Nilai-nilai 
tersebut mencakup komitmen terhadap kebebasan, demokrasi, dan kesejahteraan 
sosial, yang menjadi fokus utama dalam masa pemerintahannya. 
 
Nilai-nilai Sheikh Hasina 
Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh membawa nilai-nilai yang di-
warisi dari pengalaman hidup dan ajaran ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, 
sekaligus role model dalam memimpin Bangladesh. Implementasi nilai-nilai tersebut 
tercermin dalam kebijakan domestik Bangladesh, khususnya dalam penanganan isu 
pengungsi Rohingya. Kebijakan tersebut menunjukkan orientasi nasionalisme yang 
tidak hanya ditujukan kepada rakyat Bangladesh, tetapi juga kepada komunitas 
internasional. Di tengah krisis ekonomi dan sosial yang melanda, Sheikh Hasina 
tetap menunjukkan ambisi untuk memperkuat citra Bangladesh sebagai negara 
yang bertanggung jawab di mata dunia. 

Pendekatan yang diambil oleh Sheikh Hasina menjadikan isu Rohingya sebagai 
sarana diplomasi internasional. Ia memandang bahwa keterlibatan aktif dalam isu 
kemanusiaan dapat menjadi jembatan untuk membangun kerja sama internasional 
yang lebih luas, seiring dengan upaya internal membangun negara. Nilai-nilai dem-
okrasi dan komitmen terhadap penyelesaian damai terus dipegang oleh Sheikh 
Hasina, meskipun dihadapkan pada tantangan tata kelola pemerintahan dan 
tekanan politik domestik. Melalui pendekatan diplomatis, Bangladesh di bawah 
kepemimpinannya menjalin hubungan dengan negara-negara lain, serta berbagai 
organisasi internasional, yang semakin mengangkat posisi diplomatik Bangladesh 
di mata dunia (Rayhan, 2023). 
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Dalam masa pemerintahannya, Sheikh Hasina menekankan pentingnya 
dukungan terhadap kesejahteraan sosial, termasuk penyediaan bantuan kemanusi-
aan bagi pengungsi. Pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan UNHCR dan 
aktor-aktor kemanusiaan lainnya dalam menangani krisis Rohingya, meskipun 
negara sendiri sedang menghadapi berbagai permasalahan internal. Komitmen ter-
sebut mencerminkan keberanian politik Sheikh Hasina dalam mengambil risiko 
demi kemanusiaan. Selain itu, prinsip sekularisme yang dijunjung oleh Sheikh 
Hasina memungkinkan Bangladesh untuk memberikan perlindungan sementara 
kepada pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, tanpa diskriminasi 
agama, melainkan murni berdasarkan asas kemanusiaan (Rayhan, 2023). 

Keterlibatan aktif Bangladesh dalam isu Rohingya merupakan cerminan dari 
nilai-nilai politik yang diyakini oleh Sheikh Hasina. Nilai-nilai tersebut telah mem-
berikan ruang hidup sementara bagi para pengungsi Rohingya sembari menunggu 
solusi jangka panjang dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan re-
patriasi. Hingga saat ini, pengaruh Sheikh Hasina masih sangat kuat dalam arah ke-
bijakan domestik Bangladesh, khususnya dalam penanganan pengungsi Rohingya 
yang terus menjadi perhatian global. 
 

Kesimpulan 
 
Kebijakan domestik yang dirancang oleh Sheikh Hasina setidaknya dipengaruhi 
oleh karakteristik pribadi, pekerjaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh seorang in-
dividu. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosenau, seorang elite politik memiliki pan-
dangan yang khas terhadap berbagai isu, dan kebijakan yang diambilnya sangat 
dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Sheikh 
Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh berperan aktif merancang masa de-
pan bagi pengungsi Rohingya, antara lain melalui kebijakan penerimaan sementara 
di Cox’s Bazar serta upaya diplomatik terhadap aktor-aktor kunci guna mem-
bangun konsensus atas solusi jangka panjang yang melibatkan Bangladesh secara 
langsung.  Kebijakan kemanusiaan yang diambil Sheikh Hasina juga dapat dipahami 
dalam kerangka pendekatan idiosinkratik, yang menyoroti pengaruh latar belakang 
pribadi pemimpin terhadap keputusan politiknya. Namun, analisis kebijakan ini tid-
ak hanya dapat dilihat dari sisi kemanusiaan semata, tetapi ini juga dapat dilihat 
sebagai strategi politik aktor untuk kepentingan nasional negaranya yang lebih lu-
as. Oleh karena itu, kajian mengenai pengungsi dan kebijakan domestik akan terus 
mengalami perkembangan dalam studi hubungan internasional. 
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